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kemarin (24/6) oleh Kepala
Perwakilan BPK-RI Sulawesi
Tengah, Dadang Gunawan
kepada Bupati Buol, Amran
Batalipu dan Ketua DPRD

Buol, Abdullah Batalipu.

Diketahui, LKPD Buol tahun
anggaran 2009 juga dis-
claimer. :

Dalam sambutannya,
Dadang mengatakan jumlah
temuan BPK terhadap LKPD
Buol senilai Rp36,17 miliar
atau 2,71 persen dari cakupan
pemeriksaan senilai Rp1,33
triliun, meliputi neraca sebesar
Rp696,44 miliar yang terdiri
atas aset senilai Rp694,58

miliar, dan kewajiban senilai '

Rp1,87 miliar, sedangkan
laporan realisasi APBD (LRA)
sebesar Rp638,61 miliar yang
terdiri atas pendapatan senilai
Rp377,69 miliar dan belanja
senilai Rp260,92 miliar. -
Dadang juga mengungkap-
kan, dalam pemantauan
kerugian daerah, terhadap
penyelesaian TP-TGR (tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan
ganti rugi), sejak tahun 2002
hingga semester satu 2011,
masih terdapat saldo kerugian
daerah sebanyak 568 kasus atau
sebesar Rp15,26 miliar.
Menjawab opini TMP itu,
Ketua DPRD Buol Abdullah
Batalipu saat memberikam

sambutan singkatnya
mengatakan, akan
menindaklanjuti laporan hasil
pemeriksaan (LHP) LKPD itu

~ di DPRD Buol. Dia juga akan

mengundang seluruh SKPD
terkait, dalam rapat dengar
pendapat dengan DPRD Buol.

Sesuai amanat Kepala
Perwakilan BPK-RI terang
Abdullah, yang meminta
DPRD Buol agar bersama-
sama Pemkab Buol, untuk
senantiasa meningkatkan
kualitas pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan
negara, guna mendorong
terwujudnya tata kelola
keuangan yang transparan dan
akuntabel. “Kami akan segera
menindaklanjuti seluruh
temuan BPK ini,” ujar
Abdullah singkat.

Bupati Buol, H Amran
Batalipu SE MM mengatakan,
kendala pemberian opini TMP
itu, terjadi karena

keterlambatan Pemkab Buol .

dalam memasukan LKPD
kepada - BPK-RI. Dia
mengaku, dari sepuluh
rekomendasi temuan BPK,
terkait pemberian disclaimer
opinion itu, sudah diselesaikan
sekitar lima - temuan.
Sementara lima rekomendasi
temuan lagi, sedang dalam

-proses penyelesaian. “Yang

rumit itu, dua diantara temuan
BPK, ada penyertaan modal
dan penatausahaan aset, yang

merupakan warisan
pemerintahan sebelumnya,
sehingga ini agak butuh waktu
lama untuk diselesaikan,”
jelasnya kepada Radar Suiteng
saat ditemui di kantor BPK,
kemarin.

Lebih lanjut Amran
mengatakan, temuan yang
sudah diselesaikan seperti,
pemberian panjar kas tahun
2010 kepada SKPD dan pihak
ketiga yang disebut belum
dipertanggungjawabkan

senilai Rp6,16 miliar, padahal

nilai itu sudah berkurang
menjadi Rpl miliar lebih.
“Yang tersisa paling tinggal 20
persen atau sekitar Rpl miliar
lebih saja,” jelas Amran.

Pun demikian dengan
realisasi belanja tak terduga
sebesar Rp1,05 miliar yang
dinilai BPK tidak sesuai
ketentuan, kata Amran, sudah
dilakukan perbaikan. Hanya
saja, perbaikan itu, dilakukan

terlambat, dan tidak sesuai

dengan target BPK berdasarkan
UU nomor 1/2004 tentang
perbendaharaan  negara.
“Keterlambatan itu, karena pada
tahun 2010 yang lalu, di Buol
terjadi peristiwa atau insiden
berdarah, selain membuat

. pengeluaran atau biaya tak

terduga membengkak, juga
beberapa arsip harus dibenahi
kembali, karena sempat
terbengkalai,” tandasnya.
Sementara pengeluaran

SKPD yang belum disetor per +
31 Desember 2010 sebesar
Rp593,50 juta, kata Amran
telah diselesaikan, meskipun
penyelesaiannya sedikit
terlambat. “Dari Rp500 juta
lebih itu, yang tersisa saat ini
hanya RpS5 juta,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Amran

. meminta bantuan dan berharap

kepada BPK-RI, bila ada
pejabatnya yang pensiun, paling
tidak yang pernah melakukan -
pemeriksaan terhadap LKPD,
agar bisa dijadikan pegawai
kontrak di Kabupaten Buol,
karena jika itu terjadi, maka dia
yakin, pengelolaaan keuangan
Pemkab Buol akan lebih baik.
“Kita akui, kita lemah dari sisi
sumber daya manusia,
khususnya di sektor pengelolaan
keuangan daerah, makanya
kami berharap agar BPK
memiliki stok yang bisa
dikontrak di Buol, paling tidak
yang pensiunanlah,” tandasnya.

Namun demikian, Amran
mengaku optimistis, bahwa
pada tahun 2011 ini, laporan
keuangan Pemkab Buol akan
mengalami perbaikan. Bahkan
dia berjanji pada tahun 2012
mendatang, LKPD 2011 hasil
pemeriksaan BPK-RI, akan
mengalami opini wajar atau
naik satu tingkat. “Kita

- upayakan tahun depan, bisa

naik menjadi Wajar Dengan
Pengecualian (WDP),”
pungkasnya.(fer)










